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・                      BUPATI LANGKAT
PROヽ■NSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATILANGKAT
NOMOR:   37   TAHUN 201 6

TENTANG

PER」ALANAN DlNAS OALAM NEGERI BAClPEJABAT NECARA,PlMPINAN′ ANGGOTA DPRD,
PECAVVAI NEGERi SIPIに ,PECAWAITIDAK TETAP DILINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATl LANGKAT,

Menrmbang

Lleng ngat

bahwa dalam rangka mengalur kelenluan mengenar perjalanan dinas dalam
negen bagi pejabal negara pimpinan/anggota DPRD, pegawai negeri sipit
pegawai tidak letap d Lngkungan Pemernlah Kabupaten Langkat tetah dl
tetapkan Peraturan Bupatl Langkal Nornor 17 Tahun 2014 tentang
Perjalanan drnas dalam negen bagi pelabal negara prmprnan/anggota
DPRD pegawai neger sipl, pegawal tidak tetap di LngkLrngan Pemerintah
Kabupaten Langkat;

bahwa perjalanan dinas dalam negeri perlu dilaksanakan secara tebih tertib,
eiisien ekonomrs, efeklrf transparan dan berlanggung jawabi

bahwa peraluran Bupali nomor 17 Tahun 2014 lentang Perjalanan drnas
dalam negeri bagi pejabat negara, prmprnan/anggota DPRD, pegawai negeri
sipil, pegawa lidak tetap di Lingkungan Pemeiintah Kabupaten Langkat
sudah trdak sesLrai dengan kond s saat ni, sehingga peru d ganti;

bahwa berdasarlan perttmbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b. perlu menelapkan Peraturan Bupat, lentang perlaianan Dinas
Daan Negefl Bagi Pejabat Negara, Pimpinan / Anggota DPRD, pegawar
Negeri Sipal Pegawai Tidak Tetap dr Lingkungan pemerintah Kabupaten
Langkat

Undang Undang Nomor 7 Drl Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lrngkungan Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun T 956 Nomor 58)
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 47 tahun 2003. Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286)l
Undang-Undang Nomor T fahun 2004 tentang perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Norror 244, Tambahan Lembaran
Negara Republrk lndonesia Tahun 2014 Nomor 55B7) sebagaimana tetah
diubah beberapaka terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahlrn 2015
tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemer nlahan Daerah (Lembaran Negara Republ k ndonesia Tahun
2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republtk lndonesia Nomoa
5679)
Peraluran Pemennlah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pentindahan lbukota
Kabupalen Daerah Tngkat I Langkai dan Wlayah Kotamadya Daerah
Tingkal ll Bintai ke Kota Stabal di Wrlayah Kabupalen Daerah Tingkal ll
Langkat (Lembaran Negara Repub k ndones a Tahun 1982 Nomor 9);
Peraturan Pemeflntah Nomor '10 Tahun '1986 tenlanq Perubahan Balas
Wlayah Kotamadya Daerah Tngkat I Blnta Kabupalen Dae.ah Tngkat ll
Langkat dan Kabupaien Daerah Tingkal ll Deli Serdang (Lembaran Negara
Repub k lndonesla Tah!n 1986 Nomor T1, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 3323)
Peraturan Pemenntah Nomor 24 Tahun 2004 tenlang Kedudukan Prolokoler
dan Keuangan Prmpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyai Daerah
(Lembaran Negara Repub k lndonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
dubah beberapa kali. terakhir dengan Peraturan per.er ntah Nomor 21
Tahun 2007 lentang perubahan Ke Tiga atas Peraturan Pemerintah Nomor
24 fahw) 2004lenlang Kedudukan Prolokoler dan Keuangan P mp nan dan
Anggoia Dewan PerwakiLan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesra Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Neoaaa Republik
lndonesia Nomor 4712) .

Peraluran Pemerintah N( mor 58 Tahun 2005lenlang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Lndonesia Tahun 2005 Nomor 140
Tambahan Lembaran Negara Republk lndonesia Nomor 4578);
Peraturan Menten Daarn Neger Nornor 13 Tahon 2006 tenlang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebaga rnana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraluran [/]enteri Da am Negeri Nomor 21 Tahur 201 1,
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahlrn 2005 tenlang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pmpnan dan Anggota DPRD Kabupaten Langkat (Lembaran
Daerah Nomor 1 Tahun 2005) sebagalmana telah dubah beberapa kati,
terakh r dengan PeratLrran Daerah Nomor I Tahun 2007 (Lembaran Daerah
Nomor 1lahu" 2007)
Peraturan DaeTah Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten
Langkat Tahun 2007 Nomor 05):
Peraturan Daerah Ncmor 6 Tahun 2016 tentang Pembenlukan Organisasi
Perangkal Daerah Kabupaten Langkat
Peraturan Eupah Langkat Nomor 72 Tahun 2008 lentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Kiruangan Daerah Kabupaten Langkai (Berita Daerah
Kabupatei Langkal Tahun 2008 Nomor 73), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Langkat Nomor 40 Tahun
2015 (Berita Oaerah Kabupaten Langkat Tahun 2015 Nomor 40)

lUenetapkan

MEMUTuSKAN

PERATURAN Bυ PATl TENTANC PER」 ALANAN OINAS DALAM NEGERl
BAGI PE」ABAT NECARA PIMPINAN′ ANGGOTA DPRD,PEGAVVAI NECERI
SlPIL,  PECAWAI  T,DAK  TETAP  DiL!NGKUNGAN  PEMERINTAH
KABUPATEN LANCKAT
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BABl
KETENTUAN UMUM

Da am Perat!ran BJpal n yang d maksud dengan

I Daerah e.ja ah KabLrpate. Langkat

2 Pemernlah Daerah adaah Bupat sebaga unsur penyelengga.a Pemernlehen Daerah yang
nern rnp n pe aksanaan LrrLrsan pemerintah yang menlad kev,,enangan daerah olonom

3 Bupat ada ah Bupat Langkat

.1 Pmpnan/Anggola Dewan Perwaklarr Rakyat Daerah searrlutnya dsingkal Pmpnan/Anggota
DPRD adalah KetLra Wak -Wak Kelua dan/atau rnereka yang drresrnkan keanggolaannya
sebaga anggcia DPRD Kabrpaien Lan!kat dan leah rnengucapkan sumpah/lanjl berdasarkan
kelenluan peratL-rran perundang Lindangan

5 Pelabat negara yang seanlltnya dsebul PeJabat adaah BLrpat Langkal dan Wak Bupali

La ng kat

6 Perla anen d nas Dalam negeri yanll selanjlrtnya drsebut Pe.la anan D nas ada ah perlalanan ke
LraI l,..npat kedudukan yang d akLrkan Calam rr ayah Repub k lndonesa untLrk qepentngan

neg a ia

7 Pegalr,a Neger Sp seanlLrtnya dsngkal PNS adaah Pegawa Neger Sp d Lngkungan
Pemerrtah KabLrpaten Langkat yang dangkat dan dtetapkan sebagama|a drmaksud dalam
UndanE Undang Nomor 5 Tahun 201,1 tentang Aparatur S prl Negara

t PeEar,/a tidek tetap adalah person yang drangkat/C tltnluk untuk langka waklu te entu guna
nleaksanakaN tugas Pernerntahan dan PembangLrnan !ang bersfat lekns profesona dan
admnrstras sesLra dengan kebulLrhen dan kemampltan daerah/satuan organsas yang ldak
berkedLrduken sebaga pegawa Neger

g Perla anan D nas .labatan ada ah Perla anan D nas me ewall batas Kota dan/atau daLam Kota dari
lempai kedudukan ke tenrpat yang dtujU. melaksanakan llrgas dan ke..ba ke ternpat
kedldLrkan semJ a di da am negen

10 Pelabat yang berwenang adaah Bupat Wak BLrpat danlalau Penggune Anqgaran/KLtasa
Pengguna Anqgaran alau Pelabai yang dber r\revi,enang oeh PenggLtna anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran di ngkungan Perner nlah KabLtpalen Langkat

1l KLrasa Pengo!Na Anggaran,,,ang seanlutnya dsngkat KPA adaah pelabal yang memperoleh
kuasa Car Pengcuna Anggaran !nt!k mE aksanakan sebag an kewenangan dan langgung lawab
penggL,riaan anggaran pada SKPD d ngkLr.gan Pemer nlah Kabupalen Langkat

I2 Sendahara Penge uaran ada ah Pelabat JLrngs c.a ya.g d iunjuk mener ma meny mpan
inembayarkan rnenata usahakan dan mempertangguag lawabkaf uang untuk Keper Lran Be anla
Daerah da am r:ngka Pelaksanaan APBD pada SKPD

T3 SLrral Perlalanan Dnas yang se3nJUlfya dsngkat SPD adaah dokLtmen yang dterbitkan oLeh
Pelabat yarrg berwenang dan Ket!a DPRD dalam rangka pe aksanaan Perjs anan D nas bag
Pelabal Negara P mprnan/Anggola DPRD. Pegawai Neger S prl Pegawa t dak ietap dan P hak
La n d lngkungen Pemer nlah Kablpalen t-anekat

l4 Pe aksana SPD ada ah pejabal Negara P mp nan/Anggota DPRD. Pegawa Neger dan Pegawar
T {:lak Teisp yang melaksanakan Perlalanan D nas

l5 lrrn)p-lrn adaah suatulLrmah uang yang telah dhtung lerebh dahLr u fpre calct)laled anaLtnl)
Can d bayarka. seka gus

l5 33yaR ada ah braya yang d ke !ar[i.an se:ua cenganbr]k1 p-onge!aranyang

I lr:rl' Lrr!an llampung adaiah perh tungai t-. aya Perlalanan D nas y:ng
(abrrlLhan r oerdasarkan ketentuan yar-rg berakLr

l8 e rpat Kedudukan adaiah okas kantor / satuan kerla

19Te ratTLrluan 3dalah tempal / Kota yang menjad lLrlLran Perja anan D nas

20 P.-ngLrfianoahan lDelaser ng) ada ah penugasan semenlara !r'aklu

sah

dihltung sesuai
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21 tlang Persediaan yang selanjutnya dsngkat UP adalah Lrang muka kerja dalam jumlah tertentu
yang dibenkan kepada Bendahara Pengeluaran uniuk membiayat kegiatan operasional sehari-
han saluan kerja yang lidak rrungkin dilakukan rrelalur mekanisme penrbayaran langsung.

22 Standar Baya adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan
anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, baik berupa Slandar Biaya lvlasukan
ma!pun Standar Biaya Keluaran.

BAB‖
RUANGし INGKUP PER」 ALANAN DINAS

Pasal 2

Peraturan Bupat in mengatur anengenai peaksanaan dan pertanggunglawaban Perlalanan
Dinas Jabatan bag Pejabat Negara. Pimpinan/Anggota DPRD. Pegawai Negeri Sipil, dan
Pegawar Tidak Tetap yang dibebankan pada Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah
Kabupaten Langkat

Pegawar Negen Slpil sebagai.nana d maksud pada ayat (1) melpuli .

a Pegawai negeri S p .

b Calon Pegawai Negeri Srprl

(3) Perja anan D nas Jabatan Luar Daer
a Peria anan Dinas Jabatan Luar

Sumatera Ulara
b. Perla anan Dinas Jabatan Keluar w ayah Prov ns Sumatera Utara

(1)

(2)

BABI‖
PRINSIP PER」 ALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Oinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut

se ektlf, yait! hanya untuk kepenlngan yang sangat tingg dan prioritas yang berkatan dengan
penyelenggaraan pemerintahani

b ketersediaan anggaran dan kesesua an dengan pencapa an kineria Pernerintahan Daerah;

c akLrntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya
Perlalanan Dinas

BAB IV
PER」 ALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

(1) Perlalanan Oinas Jabatan drgolongkan nrenjadr :

a Perlalanan D nas Jabatan Dalam Daerah, dan
b Perjalanan Dinas Jabatan Luar Daerah.

(2) Perlalanan Dnas Jabatan dalam Daerah sebagaimana dmaksLld pada ayat (1) hurufa adalah
perja anan yang diakukan da am w ayah Kabupaten Langkat dan/aiau perjalanan yang
memerlukan waktu kurang dafi 8 (delapan)jam, dikatergorikan sebagai berikut:
a Perlalanan Drnas dari bukota Kabupaten Langkat ke Kecamatan Siabal dan B nia Katagori

Dekai
b Peqalanan Drnas dari Ibukota Kabupalen Langkal ke Kecarralan Hrnai Kecamalan Wampu

Kecan'ratan Secanggang Kecamatan TanlLJng PLJra, Kecamatan Padang Tua ang, Kecamatan
Selesar dan Kecamatan Sei Bingar Katagori Sedangi

c Perjalanan Dnas dari lbukota Kabupaten Langkat ke Kecamatan Gebang Kecaraatan Sawlt
Seberang. Kecamatan Balang Serangan, Kecamatan Sei Lepan, Kecamatan Berandan 8aaat,
Kecamatan Babalan, Kecarnatan Pangkalan Susu. Kecamalan Besilang, Kecamatan
Pematang Jaya Kecamatan K!ala. Kecarnalan Srapit, Kecamatan Saapan, KecaTnatan
Kutambaru dan Kecamalan Bahorok Katagor Jauh.
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PasaL 5

Peria anan D nas..labatan d akLrkan da am rangka
a pe aksanaan tLgas dan fungs yanE me ekat pada labalan
ll meng kLrtr rapat. sern nar dan selenrsnya
c penugesan sementara waktu (Delaser ng) dlilrar tempat kedlClrkan
d menempuh Lrl an d nas/ul an labatan
e menqhadap [4a]e s PengLrl Kesehatan Pegawar Neger atau menghadap seorang dokler peng'Jl

kesehaian -!ang Ctunluk Lrntuk :llenal:patkan surel keteraagan dokter tentano kesehatannya
gLrna kepenl ngan labatan

I memperoleh peaqobatan berdasarkan suaai kelerangiin dokter karena mendapal cedera pada

v,akturkarena rne akukan tugas
g mengik!t peniid kan selara D p o1lai Sl/S2/S3
lr menE kLril pend d ken dan Pe ai han

Pasa 6

{l) Perjaanan Dnas Jabatan oeh Peaksana SPD dilaklkan sesuar perintah aiasan P-6aksana

SPD yanq terluang da am Surat Tugas

l2) SLrrat l-ugas sebaga mana d nraksLrd pada ayat lT ) d terb tkan o eh

a B!patLlwakrl Bupat bag Perlalenan Dlnas jabatan sebaga mana drmaksLrd da am PasaL 4
ayat (3) hurLrt b yang d aksanakan oeh Kepa a SKPD

b Sekretars Daerah bag PerlaLanan Drnas labalan sebagaL.nana d maksud Ca am Pasal 4

:,/at i1l,/ang d aksanakan oeN PNS/Pegawa tLCak leiap d ngkungen Sekretarai Daerah
aan Keoa a SKPD untJk Perlalanan Dlras labatan sebaga mana d maksLrd dalam Pasal 4

a-vat i3) hLrrLri a

. Kepala SKPD bagl Perla anan D nas labatan sebaga mana d rrleksud da arn Pasa 4 ayal (2)

can ayat l3) huruf a dan b yang diLaksanakan oeh PNSiPega$/ai idak telap dllLrrgkungan

Lrn t (erta SKPD berkenairn.

d Ketua DPRD unlLrk Perlaanan Dnas Jabalan yarlg dilakukan o-'h PLm prn an, Anggota
DP RD

13) Apabia Bupat trdak berada diempat
d makslrd pada ayat (2) hLrrlf a dapal
Daerah alas nama Bupat

kewenangan penerbtan surat lLrgas sebagaaaana
ddeegaskan kepada wak Bupat atau Sekretarrs

i.1) S!rat Tugas sebagamana .lLmaksud p3da ayat {21 pa ng sedrkt rnencaniurnkan ha ha

sebaga! ber kLrt

a Pernber Tuges
b Pe aksa na tLrgas
c \nJaklu pe aksanaan tlrqas dan
d Tempal pe aksanaan tugas

i5r Daamha berdasarkan SLrrat Tugas sebaga mana d nlaksud pada ayal (1) d akukan
a Perla anan Dlnas JabataN dr Dalarn Daerah,alaLl
b Perja anaa D nas Jabalan Luar Daerah
SLrrat Tuqas d rnaksud rnenlad dasar penerb tan SPD

16t Perla anan DLnas Jabalan d da arn Daerafr yang d aksanakan sampa dengan 8 (de apan)lan'l
Capat d akLrkan ianpa penerbLlan SPD

(7) SPD sebagamana drnaksud pada ayat i5) dbuat ses!al dengan foflnat sebagamana
o I . .. o r.J- .d^ pro. Do.'t - r. ^i

(1) Deam penerbtan SPD Pelabst yang benvenang menetapkan tngkat baya Perjaanan Dnas
dan aiat transport yanq dgunakarr !ntLrk meaksanakan Perlaanan Dnas.labatan yang

bersanokrian denqan memp-"rhat kan Kepent ngan se(a tuluan PerJa anan Dlrlas lersebut

Perla anan D nas Jabatan d da am Daerah yang d aksanakan sampal de'
lanpa penerbtan SPD sebaga rrana drmaksud dalarn Pasa 6 ayat (6).

Pcrlalanan Dinas Jebetan Capat dLcrnlumk:n dalarn S{rrat Tugas
ρ
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BAB V
BIAYA PER」 ALANAN DlNAS JABATAN

Pasal B

(l) Perla anan D nas.labatan ierd n atas kompcnen kcmponer seba!a berkut
a Lrar] ,o hat an
b b ara transpon.
a b:ra pef g napan
C !aNg representas
e sev/a kendaraan dalam Kota.

(2) .lar! har an sebagaianana d nraks!d pada aya! (1) hLrruf a terd ri atas
a uaf g makan
b Jang transport oka dan
c uang sak!

(3) B aya transpor sebagamana d maksud pada ayat (1) huruf b terdir atas

a perlaanan dnas dari Tenrpat Kedudukan sanlpa Tempat TJJuan keberangkatan dan
kepulangan termasuk biaya ke teim na bus/stas un/bandara/pe abuhan keberangkatan

b retr bus vang d plrngLrt d terrn nal bLrs/siasiunlbandara/pelabLrhan keberangkatan dan
keplr angan

(4r Biaya pengnapan sebagama.s dmaksld pada ayat (l) hurui c merlrpekan baya yang

d perlLrkan LrnlLLk menginap
3 d hole etau
1-. I temcat ri-6ng nap arnnra

(51 Da arn ha Pelaksana SPD yang telah mendapat biaya Kontr busl dan/atau
penornapan/akornodas drsedrakan oieh nstans yang mengundang tldak diberlkan baya
peng napan dan biaya rnakan tetap hanya d berkan uang saku sebesar 60% dar !ang harlan
dan baya transporl sesua larf transporlasl sebagamana dialur daarn Kepulusan Bupati
mengena standar saiuan Herga

16) tlang represenlas sebagainana d maksud pada ayat (T) huruf d dapal d berlkan kepada
Pelabat Negaia.P rnp nan/Anggota DPRD dan Pelabat Ese on

L7) Sewa kendaraan daLam Kota sebagamana drnaksLrd pada ayat (T)hurLrf e dapat dberikan
kepada Pelabat Negara daam hal nr BLpai dan \,!ak Bupalr unluk keperuen peaksanaan
t!g as d Ten'pat TLrluan

i8r Se!,,,a iiendaraan sebaga maaa drmaksLrd pada ayat (7) sudah termas!k b aya unluk
pengemud. bahan bakar m nyak. dan paiak

(31 Kcn'ponen baya Perlaanan Dnes Jabalan sebagermana drnaksud pada ayat (1) diurakan
pada Rncan Braya Perlaanan Dlnas sesua dengan forraat sebagamana tercanlum daarr
Larnp ran I Peraturan n

Pasal 9

B aya Perlalanan D nas Jabatan dLbenkan LrnlLrk Peria anan D nas Jabatan sebaga mana d maksLrd

dalam Pasal 4 ayal (T) hLrrlrf b denqan kelentuan sebagaimana teTcantLlm daam Larnpran ll

Pasa 10

(1) Baya Pelaaran Dnas Jabalan sebagamana dmakslrd daam Pasa! 8 ayet (Tl iercanturn
dalanr Lamp ran V Peraturan rn
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(1)

a uang harian dibayarkan secata lunpsufi dan merupakan batas tertinggi sebagaimana
dlatur dalam Keputusan Bupati mengena Standar Saiuan l_1arga,

b lllaya transporl pegawa dibayarkan sesuai dengan Baya Rl berdasarkan Fas ltas
Transporl sebaga mana tercantum da am Lamprran lV Peraturan ini,

c biaya penginapan dabayarkan sesuar dengan biaya rirl Dalam hal pelaksana perjalanan
drnas trdak menggunakan tasilitas hotel atau lempat penginapan lainnya kepada yang
bersangkLrtan d berikan baya penginapan sebesar 30% (tga plrluh persen) dar tarif hotel
dikota tempal tuluan sesLra denqan tngkatan pelaksana perjaanan dinas dan dibayarkan
secara lumpsum:

d uang represenlasi dibayarkan secara /umpsum dan merupakan batas teftrnggi sebagainrana
diatur dalam Keputusan BLrpati mengenar Standar Satuan Harga,

e sewa kendaraan dalam Kota dbayarkan sesua dengan Baya Riil dan berpedoman pada
Keputusan Bupati mengenai Standar Satuan Harga,

Pasa 11

PerjaLanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diberikan biaya
perjalanan dinas sebagaimana lercantLrm dalam lampiran V huruf A peraturan inL.

Perja anan d nas ke uar daerah dalam w ayah Prop nsi Surnatera utara sebaga rnana d maksud
dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a diber kan biaya perjalanan dinas sebagalmana tercantum dalam
lampiran V huruf B peraturan inr. dengan kelentuan sebagai berikut:

Untuk Daerah tuiuan:

1 Kota Tebing Tinggi
2 Kab'rpaten Karo
3. Kablrpaten Batubara
4. Kota Pematangsianta.
5 KabLJpatenSimalungun
6. Kabupaten Asahan
7. Kota Tanjungbalai
8 Kabupaten Labuhan Batu
I Kabupaten Labuhan Batu Se atan
10 Kabupalen Labuhan Batu Uiara
11 Kabupaten Samosir
12 Kabupalen Toba Samosrr
13 Kabupaten Padang Lawas
14 Kabupaten Padang Lawas Ulara
15 Kabupalen Tapanuli Selalan
16 Kota Padang Siden puan
17 Kabupaten L'landa lng Nala
18 Kabupaten Tapanuli Utara
'19 Kabupaten Humbang Hasudulan
20 Kabupalen Dalri
21 Kabupaten Pakpak Barat
22. Kabupaten Tapanu iTengah
23 Kota Srbolga
24 Kablrpaten Nias
25 Kabupaten Nias Barat
26 Kabupaten Nias SeLatan
27. Kabupaten Nras Utara
28 Kota Gunung Sitoli

d berikan taanbahan blaya transporiasi sebagarmana lamp ran V huruf C peratulan in

Perjalanan dinas keluar wilayah Provrnsr Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 ayal (3) huruf b d berikan biaya perialanan dinas sebagaimana lercanturn dalarn larnpiran lV
huruf D peraturan rn

(4) Baaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) dibayarkan
lumDsum peda sael ekan melakukan perialanan dinas.
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(1)

t2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

(.2)

(3)

Pasa 12

Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuh rapal semtnar. dan sejenisnya sebagaimana
dimaksud dalaan Pasa 5 huruf b dilaksanakan dengan biaya Perjaanaa dinas Jabatan yang
ditanggung oleh pan t a penye enggara.
Dalam hal biaya Perjalanan Dinas Jabatan Lrntuk mengikuti rapat seminar, dan seienisnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh panitaa penyelenggara, biaya
Perja anan Dinas Jabatan d maksud d bebankan pada SKPD Pelaksana SPD
Panit a penyelenggara menyanrpa kan pemberitahuan mengenai pembebanan b aya Perjalanan
Dinas Jabatan sebagarmana dLmaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam surat/undangan
mengikuti rapat, semina., dan seienisnya
Rncian baya Perialanan Dinas Jabalan untuk mengikuti rapat, semrnar, dan sejenisnya
sebagairnana dimaksud dalam Pasa 5 huruf b tercanlum da am Lampiran Vl Peraturan ini
Dalam hal Perjalanan DLnas Jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan
suatu kegratan rapal. seminar. dan sejenisnya. seluruh Pelaksana SPD dapat menginap pada
hotel/peng napan yang sama
Da am hal b aya peng napan pada hotel/penginapan yang sama sebaga mana d maksud pada
ayat (5) ebih tinggi satuan biaya hote/pengnapan sebagairnana diatLJr daam Keputusan
Bupali mengenai Standar Biaya maka Pelaksana SPD menggunak3n fasilitas kamar dengan
braya terendah pada hotel/pengrnapan dimaksud
Daam ha perjaanan Dinas Jabatan unl!k meaksanakan koordnasi atau konsutas pelaksana
SPD dapal drdampingi staf dalam peaksanaan tugas yang sifatnya sangat urgen, dan
pelaksana SPD dan staf dapal menginap pada hotel yang sama.
Dalam hal biaya penginapan pada holel/penginapan yang sama sebagarmana dimaksud pada
ayat (7) lebh tinggi dari sat\.tan biaya hoteUpenginapan sebagamana diatur dan Keputusan
Bupati mengena Standar biaya rnaka peaksanaan SPD atau pendamping menggunakan
fasrlitas kamar dengan braya terendah pada hotel/penginapan dimaksud

Pasal 13

Biaya Perialanan Dinas Jabatan drbayarkan sebelum Perjalanan Oinas Jabalan dilaksanakan.
Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan harus segera dilaksanakan braya Perjalanan Dinas
sebaga mana d maksud pada ayat (1)dapat d bayarkan setelah Perlalanan Drnas selesai.

Pasal 14

Daarn hal lu.nah har Perjaanan Dnas Jabatan melebih jumah hari yang ditetapkan dalam
Surat Tugas/SPD dan tldak dsebabkan oleh kesa ahan/ke ala an Peaksana SPD dapat
drberikan tambahan uang harian. biaya penginapan. uang represenlasr. dan sewa kendaraan
dalam Kota
Ta.nbahan uang harian, biaya penglnapan. uang representasi dan sewa kendaraan dalaan Kota
sebagairnana d makslrd pada ayat (1)dapat d mintakan kepada Pejabal yang berwenang untuk
mendapat persetujuan dengan melarnpirkan dokumen berupa
a Surat keterangan kesalahan/kelalaian dari Syahbandar/Kepala Bandara/perusahaan jasa

transportas larnnya dan/atau
b Surat keterangan perpanjangan tugas dar pemberi tugas.
Berdasarkan dokumen sebagaimana drmaksLrd pada ayal (2) Pelabal yang berwenang
membebankan biaya tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi. dan sewa
kendaraan da am Kota pada SKPD berkenaan
Tambahan uang haTian biaya penginapan uang representesi dan sewa kendaraan dalam Kota
sebagaimana dimaksud pada ayal (1). irdak dapal dipertimbangkan untLik halhal sebagaimana
drmaksud dalam Pasal 5 huruf e sampai dengan huruf h.

Daa.n ha jur.lah har Perjaanan Dinas kurang dar jumlah hari yang diteiapkan dalam SPD,
Peaksana SPD harus mengembalikan kelebhan uang harian, biaya penginapan uang
represenlasr, dan sewa kendaraan dalam Kola yang lelah diterimanya kepada Pejabat yang
berwenang

Pasal 15

Braya PerJalanan Dinas Jabalan dibebankan pada Anggaran SKPD penerbit SPD.
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BAB VI
PELAKSANAAN DAN PROSEDUR

PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 16

(1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dala.a balas pagu anggaran yang lersedia
da am Anggaran SKPD berkenaan

(2) Pembayaran biaya Perjalanan Dlnas kepada Pelaksana SPD paling cepat 3 (tga) ha.i ke.ja
sebelum Perlalanan Dinas dilaksanakan

(3) Pada akhlr Tahun Anggaran kelentuan sebaga mana dimaksud pada ayat (2) dapat meleb hi 3
(tiga) hari kerja menyesuaikan dengan ketentuan yang mengatur mengenai langkah-langkah
menghadap akh r tahun anggaran

Pasa 17

(1) Pembayaran blaya Peajalanan Dinas dlakukan melalu mekanisme UP dan/ataLJ mekansme
Pembayaran Langsung (LS).

(2) Pembayaran b aya Perja anan D nas dengan mekanisme LS d akukan me a ui
a perikatan dengan penyedia jasa;
b Bendahara Pengeluaran; ataLr
c Pelaksana SPO

(3) Perja anan D nas labatan yang drlakLrkan me alur per kalan dengan penyedia iasa sebagaiaaana
drmaksud pada ayat (2) huruf a melputi :

a Perjaanan Dnas Jabalan daarn rangka peaksanaan tugas dan fungs yang meekat pada
iabatan, dan

b Perialanan D nas Jabatan dalam rangka rnengikuti rapat, sem nar dan selen snya

Pasa 18

(1) Pembayaran baya Perjalanan Drnas dengan mekanisme UP dilakukan dengan memberikan
uang rnuka kepada Pelaksana SPD oleh Bendahara Pengeluaran

(2) Pembeian uang muka sebagarmana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persetujuan
pemberian uang mLlka dari Pejabat yang bentuenang dengan melampirkan dokumen sebagai
beakut.
a Surat Tugasi
b Folocopr SPD
c Kwrtansilanda terima uang muka. dan
d rinc an perkiraan blaya Perjalanan Dinas

Pasal 19

(1) Penyeda lasa L.rntuk pelaksanaan Perjaanan Dinas dapat berupa bro jasa perjalanan,
perLrsahaan lasa transporlasi. dan perusahaen lasa perhotelan/penginapan.

(2) Penelapan penyedia jasa sebagamana dimaksud pada ayal (1) d akukan sesuai ketentuan
yang mengalur pengadaan barang/jasa pemerinlah

(3) Komponen baya Perjalanan Dnas yang dapal dilaksanakan dengan perikatan rneliputi biaya
transpor termasuk pembelian/pengadaan trkel dan/atau biaya penginapan.

Pasal 20

(1) Kontrak/perianjran dengan penyedia lasa dapat dilakukan untuk 1 (satu) paket kegiatan atau
u nlLr k kebLrtuhan periode tertentL.r

(2) N a satuan harga dalam kontrak/perjanj an t dak d perkenankan meleblhi tarf t ket resmi yang
drkeluarkan oleh perusahaan jasa lransportasi atau larif penginapan/holel resrni yang
dike uarkan oleh penyedia jasa penginapan/hote

Pasa 21
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l2t Atas dasar preslas kerJa yang ie air d selesa kan penyed a lasa mengalLlKan iag han kepada

Pe abai '/anq betwenanq

Pasa 22

ilt Pembayaran bLaya Perla anan D nas Jabatan dengan nrekan srne LS d akLrkai nle a u tansfer

d3r K:rs Daerah ke reken nq BenC:hara Penge uaran p hak ketllla alau Pe:tq:'e spD

L2t Llaam ha baya Perlaanan Dinas Jabaian yang dbayarkan kepada PeLaks:na SPD meebhi

raya Perlaa"an Dnas Jabatar: yang seharusnya dipertenggLrnglawabkan. keebhan baya

Pela anan D nas Jabatan tersebLrt harLrs drsetor ke Kas Daerah mel3 LrL Peiabat yang

ber!",,enang

lll Penyetoran kelebihan pe.nbayaran sebagalmana dlmaksud oada ayal (21 dllakukan dengan

menggunakan Sural Tanda Seiora. (STS)

14) Daam hal baya Perjaanan Dlnas Jabatan yang dbayarkan kepada Peaksana SPD kurang

dar yanq seharusnya dapat nem nta kekurangannya

{5r Penlbayaran kekLrrangan braya PerlaLanan D nas Jabatan sebagrmana d makslrd pada eyat (4)

Ca[jal dilakukan mela ur rnekan sme UP ala! LS

Pasal 23

Tata cara pengalLran taghan kepada Penqguna AnggaraniKLrasa Pengguna 4nqgar:n penqullan

surai perm nta;n pembayaran dan penerb(an SLrrat Perntah l,4embay3r oleh Pelabal Penanda

lanqan SPl,/l dan mengalLlkan pereibtan Surat Pernlah Pencairan Dana (SP2D) ke Badan

Pergeoa KeLrangan dan Asset Daereh (BPKAD) berpedomen pada keteniuan peraturan yang

i5J DokLrrnen yang harLrs d amp rkan da am rangka pembebanan blaya penrbatalan

sebagalnana d makslrd pada ayat (ll me put

a SLrral Pernyataan Pembatalan Tugas Perlalanan Dlnas Jabatan daa atasan Pelaksana

SPD atau palrng rerdah pelabal Eseon ll bag Pelaksana SPD dlbawah Pelabat Eselon l1

ke bawah yang dLbuat sesuai format sebagamana tercanlum daarn Lampiran Vll
P:ialLrran n!

b S,rrat Pernyataan Pembebanan B aya Penrbatalan Perlalanan Dinas Jabatan yang d bual
sesLrar lcrmat sebaga mana lercantum dalam Lamplrar] Vl I PeratLlran Ln

c Pernyataai/Tanda BLLkI Eesaren Pengemba an I aya Transport dan/alau biaya
peNgrnapan dar perusahaan lasa tlanspod dan/ataLr baya penginapan dan perusahaaf

las3 transportas dan/atau peng napan yang d sahkan o eh Pelabat y3ng berwen3ng

(3i Baya penrbataan yang dapat dibebankan pada Anggaran SKPD sebagalmana pada ayat (T)

sebaga berikLrl
a b aya pembata an tiket transportas ala! b aya peng napan ataLr

b sebagan alaLr seuTUh baya lket kanspodas ataLI baya pengnapan yang ldak dapat
alLkemba kanre/ur./

BAB Vll
PERTANGGUNG」 AVVABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

(1)

(1)

Pasa 24

Dalam ha terlad pernbatalan pe aksanean Perlalanan
d bebankan pada Anggaran SKPD berkenaan

Dinas Jabatan. braya pembala an dapat

P:sa 25

Peaksana SPD mempertanggrrnglairabkan peaksonaan Perlaianan Dnas kepada pemben
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(2) Penanggunglawaban biaya Perjalanan Drnas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan me ampirkan dokumen berupa

a Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPDI
b SPD yang telah dilandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan peiabat di tempat

pelaksanaan Perlalanan Dinas alau pihak terkait yang menjadi Tempat Tuluan perjalanan
D nas

c tikel pesawal, boarding pass ai?orl lax dan buk| pembayaran moda llansporl3Sl lainnya:
d Daftar Pengeluaran rirl sesuar dengan format sebagai mana lercantum dalam lampiran lX

Peraturan in
e bukti peanbayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota berLJpa kuitansi atau bukt

pembayaran larnnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak dibidang iasa
penyewaan kendaraan, dan

f Bukt pen bayarn hotel atau tempat rneng nap lainnya

9 Laporan tertLrLs pelaksana SPD darl hasil perjalanan Dinas kepada pejabai yang
menerb(kan Surat lugas

(3) Dalam ha bLJkt pengeluaran transportas dan/ata! peng napan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf c, hLJruf e dan huruf f tdak diperoeh. pertanggungjawaban biaya Perjalanan
Dlnas Jabatan dapat hanya menggunakan Daft?r Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf d.

Pasal 26

Segala ketentuan yang diatur cjalam Peraturan Bupat, tidak berlaku bagi perjalanan dinas yang
memerl!kan kontribusl dar lnstansi yang menyebabkan t mbulnya perjalanan dinas, peTja anan dinas
keluar negeri. penlemputan dan pengantaran jenazah Pejabat Negara, Pimplnan/Anggota DPRD,
PNS dan Pegawar Trdak Telap. perjalanan pemulangan Pejabal dan PNS yang dipensiunkan

Pasa1 27

Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya (mark up),
dan/ataLr Perjalanan Dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam pertanggungjawaban Perjalanan
Dinas yang berakbal kerugan yang diderita oleh negara, bertanggung ja\/ab sepenuhnya atas
seluruh trndakan yang dilakukan

BAB V‖ 1

PENGENDALIAN INTERNAL

(1)

(2)

(1)

(2)

Pasal 28

Bupali/Pimplnan DPRD/Kepaa SKPD menyelenggarakan pengendalian interna terhadap
pelaksanaan Perjalanan Dinas

Pengenda an interna sebagamana dmaksud pada ayat (1)dllaksanakan sesua ketentuan
peraturan perundang-undangan

BAB IX
KETENTUAN LAlN―LAIN

Pasal 29

Pejabat penerbt Surat Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapai
memerintahkan pihak lain diluar Pejabat Negara/Pegawai Negeri SipiuPegawai Tidak Tetap
untuk melakukan Perjalanan Drnas

Pihak an sebagamana dimaksud pada ayal (1) yang meakukan Perjalanan Dinas untuk
kepentingan negara, digolongkan oalarn lingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat
(1)

(3) Penggoongan terhadap phak arn sebagarmana dimaksud
Pelabat yang be.wenang clengan rner.pertrmbangkan tingkat
bersangkulan

pendid kan/kepatutan/tugas
pada ayat (2) dilentukan
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LAMPIRAN l

ContOh
SuRAT PERUALANAN 0111AS(SPD)

PERATURAI.BUPATlヒANG KAT
NOMoR   : 31 "ho 4 ,ol●

発ミF尉き:Pょ」含慣i蕉
°
ЪI緞ξ DALAM

NECERI   BAGI   PE」 ABAT
NECARA,PIMPINAN′ANCCOTA
DPRD,  PECAVVAI  NEGERI
SiPlヒ , PECAWAl TIDAK TETAP
D:LlNCKUNGAN PEMに RINTAH
KABUPATEN ЦANG KAT

Lembaran Ke:
Kode No   :
Nomor     :

Dinas/Badan/Kantor:

Pe日]beoanan AR99aran

|

ら5 A at anoku(an yang d pErg!n.kan

Lamanya Perjalanan D nas

Tangga trerang kat

Tanggal harus kembat
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1里11ln

D ke Lr arka n di
Pada Tangga

Pelabai yang nrernberi per ntah

(..)

13

Petabat yang betuenafg member per ntah

Nama/NlP Pegawa yang metaksanakan
Perialanan D nas

Pangkat dan Golon98n

Jabatan/lnstans

T nqkat B aya Pe fan D nes

[/]aks!o Perta anan D nas

斗

‐‐‐十



Berangkal dan
(Tempat Kedudukan)
K-c

Pada Tanggal
Kepala

()
N]P

Pada Tanggal
Kepala

Serangkat dar
Ke
Pada Tanggal
Kepa a

() )

NIP
I‖  Tiba di

NIP
Eerangkaldafi
KE

Pada Tanggal
Kepala

NIP
Berangkaldaa
KE
Pada Tanggal
Kepa a

Pada Tangga
Kepa a

(

NIP
IV

NIP

V Tlba di

)

Tiba di

Pada Tan。 981
Kepala

(              ) (          )
Nlp

Pada Tanggai
Kepala

(         )

Berangkat dar
Ke
Pada Tanggal
Kepala

()
lll P

VI Tib3 di
NIP

(Tempat Kedudukan)
Pada Tanggal
Kepa a

(

llI P

VlCatalanLan an

V‖ I PERHATIAN
PeJabal penerb t SPD pegawar yanq me akukan perla anan drnas. para pejabat yang
mengesahkan tanggal berangkat/tba Se(a be.dahara pengetuaran berlanggung jawab
berdaSarkan peratLrran-peret!ran Negara apab a neqara rnendenl6 ruqi akibat keSatahan.
Jヽ坐
'on Jan k9e pattnyl

Tiba di

BUPATI LANGKAT

GESA SITEPU

l lloぃ
"^

S'´・ |    、

14

)



LAMPIRAN II   :

)£隠 L:lt磁脇・
"ιTENTANG  : PERJALANAN DINAS DALAM

NECERI   BAGI   PE」ABAT
NEGARA,PlMP:NAN′ ANGCOTA
DPRD,P ECAVVAI NEGERI

Lanrp ran SPPD Nomor
Ta ng! a

SIP!L,PECAVVAI TIDAK TETAP
OILINCKuNcAN PEMERINTAH
KABUPATEN LANGKAT

Contoh
RINCIAll BIAYA PERUALANAll DlllAS

langgaL b! an lahun
Te ah mBner rna lumlah uang sebesar
Rp

Te ah d bayarkan sel!mleh
Rp

Bendahara Pergeluaran

(

llIP

(      )
NIP

PERINCIAN BIAYA
K∈ TERAllGAN

J∪ M LAH

TerbLang

P∈ RHITUllGAN SPD RAII PUNG

D tetapkan seJumLah

Yang le ah d bayar semLr ts

S sa kuraiq/ eb h

lヾkい
~~
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LAMPIRAN‖ 1

Jenrs Perta anan Dinas Jabatan

a Pe4aranan D,;;a l;Gra; daam
rangka pelaksanaan (ugas dan

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOIIOR : !'1 Gbuo ,qC
TANGGAL : lu{oecqt iv- ,otG
TENTANG : PERJALANAN DINAS DALAM

NEGERI BAGI PEJAAAT
NEGARA, PIMPINAN/ANGGOTA
OPRD, PEGAWAI NEGERI
SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP
DILTNGKUNGAN PEIVIERINTAH
KABUPATEN LANGKAT.

KOMPONEll BIAYA P匡 RJALANAN OINAS」 ABATAll LUAR DAERAH

Uang

frrcs 1,arq 61p 
"111 

,rOu uOu,nn
b Pertalanan D nas labatan uftlrk

nrengikut rapat sem nar dan

Keterangan

l ′ 1)|

2 ′ 2)

73):
′4):
′ 5)

３

４

５

´ 1)

selenisn

Perjalanan Dinas Jabatan da am
rafgka Pengumandahan
(Detaserng)

Pelalanan  Dinas  Jabatan  untじ k
menenrplrh !t an d nas/ul,a. laoalan

Pertalanan Dinas Jaoaran uniL*
nrenghadap Maje is Pengui
kesehalan Pegawai Neger ar:!

kき1:]『:ip S::IT9 
｀
1,電 ilu[|=ミ廿| |

F.!:.r brya Perlaa.an c..: Jn.al.rn L.i!! nr.ng(!t, ke!atan r.pat semnsr da. sElErrLSrrya
Nerdasark.x Lanrprran tersena r sebaqa nr3na ler.a.r!m da am Lamp ran vanq mer!pakan bao.n trdak

Baya p,:.qn.pan dOerka. oata saal kedaranEa. dan se3nra masa pergun,a.dah3. {Delasenng)
da am ha ldak tersed,a runrah d.a-q
B aya tr3!sp.r pegawa dberka.!.tlrktraisporpadasaal kedatanqan dan kepu anqan

o..ra-a,.,s-.."","
B ir. Pcn! napaf d ber k;n I sai!rhaf pana saar kedal:iga..tn. I (salLrl har repuangan

B aya

.。 kt:『 l]増i19 』1:latal「 :la]:i: |
_t嘔型¨僻ottLb晶

「
品.lk

_  1ヨ

Sesuar

penu!asan

機卜齢淵I

vang

SesuaL

i力 aksima1 90

(Semblan
puluh)ha「

2(dua)har

v31sima1 2

`dua)13`
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LAMPIRAN IV

FASILITAS TRANSPOR BAGIPELAKSANA SPD

MODA TRANSPORTASI

)£∬∬へLil、電l艦 "TENTAN C  : PER」 ALANAN D,NAS DALAM
NECERI   BACI   PEUABAT
NECARA,PlM PlNAN′ ANCGOTA
DPRO,  PEGAWAl  NEGERI
SIPIL,PECAWAI TIDAK TETAP
DlLlNCKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LANGKAT

Ke asl A

VIP′

Ke asl A
Speslo,
Eksekt;lf

Eksekulf

Eksekutf

Sesuai

SesLra

Ke asI B

Ｔ
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Ekonoml Ke as A

Pelabat   Eselon     ,PllS
Go ongan lV Pe abat ∈Se on
lV,PNS Golongan     PNS
GolooOa] ‖ rlan l  lDeOar ai
t dak tetap

|

|   ~

VIP′   I  Spes aッ

7

Sesuat

LAlN NYA

SesLra
kenyataan
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==AL 31、

l=〉滞7Ⅲし
TENTANG  : PERJALANAN DINAS OALAM

NECERI   BAGl   PE」 ABAT
NECARA,PIMPINAN′ANGCOTA
DPRO,  P ECAVvAI  NEGERI
SIPIL,PECAWAI T10AK TETAP
DILING K UNGA N PE M ERINTAH
KABUPATEN LANGК AT

SATUAN BIAYA PERUALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH DALAM
PROPINSI PIMPINAN′ ANCGOTA DPRD,PE」 ABAT DAN PECAWAI NECERI DILINGKUNGAN

PEMER!NTAH KABUPATEN LANGKAT

LAMPIRAN V

A PER」 ALANAN DINAS DALAM DAERAH(PERJALANAN KURANG DAR18 JAM)

」ABATAN′ GOLONGAN
SATUAN B:AYA
PER」ALANAN DINAS
(Rp)

Bupal dar] Wak I Blpati 200000

200000

150000-

150000-
Pegawaitidak tetap

 ́KATEGORISEDANG:

AN
SATUAN B!AYA
PER」ALANAN DlNAS
(Rp)

300000-

300000

■

囃

一卜

Ｐ
■

Ｆ
亡

SATUAN 81AYA
PER」 ALANAN DINAS
(Rp)

Eselo∩

dan l

1 1号
JPtttn彎り呈UP前z I sertletanl ga"rah/c,rrlq1lT P?I?_ ___i _
Ang90ta DPRD′ Paabat Esdol空     _  L __

ａ

　

ｌ

ｂ

ｌ
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ｇａｎ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｎ

Ｍ

１０ｎ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ＧＡNG

500000-
」
Ｉ
Ｆ
Ｉ
ト

Eselon i

dan
Pelabat Eselon l ′PNS Golongan lV Pciabat
lV′PNS Colongan    PllS Golongan
peOawali dak tetap

１
く
γ

500000-

400000

400000

″ KATEGORI DEKAT:

I Sekretals Oaerah′ Pimpnan DPRD
|

I An99ota DPRD′ Peiabat Eselon‖ b
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B PERUALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROPINSI

No l 」ABATAN′ GOLONGAN
SATUAN BIAYA
PER」ALANAN DINAS

500000

400000

Ang!ota DPRD/Pelabat Ese of b

Pe,3bat Eseloo l IPNS

IVIPNS Golongan
PeOaWal ltlak telop

Go ongan lV Pelabal
PNS Goloooan ‖

Ese on
dan l l 370

400000-

C TAMBAHAN BIAYA TRANSPORTASI
LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

l7 hota Srbo ga

BACI PELAKSANA PER」ALANAN DINAS

J UlllLAH KETERANCANKM
120 Rp 100 000-

Kabupaten S malungun L 17-9 i _- !!l10 00q

6 h.abupaten Batu bara

Kabupaten Asahan _型2 _5,119型
:!:| :l・ :繋器:
247  1   Rp 200000 1

9   Kabupaten Pakpak Ba「 at               245   1    Rp 200 000-

10 1 Kabupaten Labuhan Batu∪ ta ra     1   267   1    Rp 250 000

7 I abupaLen Da r

'or"'d'.ungBaar ).6 ol 2

Kab!paten Pakpak Barat 繋J鑽iZビ ~|~ Pp・ 00006
料愕駆[:視濯糀‖
W I揚

1 言計淵蝦
]ラ]]羅31Ъらten sち品6●「 ::: I  RI::;喘き¬

2l I abupalen Padang Lawas

■ J Kda Gunung SIm___ __L_____L Rp 350000‐

Penjelasan

型 髪il撃型型見rJ_,■■

jr-plaLsa.e SPU ap.b .

lrsnspo as !d.ra at.!
lalt dibcr kan b aya
lra.sporlasr yang
d bavarka.

―

Ｚ^

５^
　
４

一５

〇^

一′

０^

100 Km s′ d150 Kn]O tanlbah Uan9 t「anspott Rp 100 000-
151 Km s,d200 Kn dtambah Uang T「 ansPo「l Rp 150 000-
201 Kn,s,d250K「 1 1lanlbdh Uan9 T「 anspo■ Rp 200 000-
251 Km s,d300K■ dtambah Uang T「 anspo「 tF・ 0250000
300 Km s,d350 Kin dialmbah Uang Transport Rp 300 0011-
351 Km s10 400 Km 1lall]lal]Ua∩ 9T「 al]spo「 t Rp 350 000‐
401 Km s′1 450 Knl dtan,b8h Uang T「 anspod Rp 400 000-
500 Km keatas 01ambah Ua「 19 Transpon    Rp 500 000-

DAERAH TU」 UAN

I labupaLen la o

Rp loo ooo

Rp i00 000

IIレ|ど攣電「平
~



D PER」 ALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROPINSI

」ABATAN′ GOLONGAN UANG HARIAN
(Rp)

UANG
REPRESENTATIF(Rp)

ts!pal dan Wak B!pat 1 250000

Sekretafis Daerah/P mpinan DPRD 250000-

Arrr-trt.rta DPRD/Pe abal Ese .I b 250000-

500000-

500000‐

300000‐

‐‐‐一Keteranga|l
I Uang haran drberkan kepada paaksana SPD urrt!k perlalenan dnas u3r

pro','ns
2 Uanq represenias diberkan kepada Pelabat Negara Pnrpnan/Anggota DPRD

Ese cn

Pelabal Ese on l/PNS Golofgan
Ese on V/PNS Golongan PNS
dan Pegawai ldak tetap

IV Pe,abat

6o oo9an‖ 1250

-       1

daerah uar

dan Pelabat

ATI LANGKAT

NG GESA SITEPU
ドヽ一 ・ヽ―‐  ‐―‐__
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ヒAMPIRAN VI PERATURAN BUPATlLANGKAT
NOMOR   : ら■ ｀

“

.oい "t●

TANCCAL  :  tt  ヽ R`ば蹴・  "・
TENTANG  : ρER」ALANAN DINAS DALAM

NEGERI   BACI   PEUABAT
NECARA PIMPINAN′ ANGGOTA
DPRD,  PECAWAI  NECERl
SlPlに ,PECAVVAI TIDAK TETAP
DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LANGKAT

RINC:AN BIAYA PER」 ALANAN OINAS JABATAN
UNTUK MENGIKUTI KEGIATAN RAPAT,SEMINAR,DAN SEUENISNYA

YANG D LAKSANAKAN DIDALAM KANTOR(R∪ ANG RAPAT′ A∪ LA′ SERBAG∪ NA DAN SEUENISNYA)

1 Peserta /1)

2 Pan t a/l\loderalor

3 Narasumber /1)
|

‖ DALAM DAERAH LEBIH DAR18」AM

」AM

/2)

●

い

一

/3)

′ 3)

/3)

/4)

Keterangan:

1 r' 1) Braya transport kepuangan Peaksana SPD dalam rangka mengikLrl rapat, seminar, dan
sejen snya dapat dbayarkan sebesar biaya transpo.t kedalangan tanpa menyertakan bukti
pengeluaran transporl kepulangan

2 r' 2) larg Saku Rapat dberkan untlrk rapat diluarlam kerja sesua ketentuan yang datLrr dalam
standar saluan harga

3 / 3) : Uang Transpo( Pegawai drberikan susuai Blaya Riil. Dalam hal tldak diperoleh bukti
pengeluaran r il diberkanberupabayalransportkegialandaamkotayangdibayarkansecara
/rrrpsr/rr sesuai standar sal!ran harga

4 ! 4) : Biaya Penginapan diberikan apabrla lerdapat kesulitan lransporlasi sehingga memerlukan
waktu untuk rnenglnap

5 Llang Transport Pegawai diberikan sepanjang tidak menggLrnakan kendaraan dinas. disedai dengan
surat tugas. dan tidak bersifat rutin serta tidak diberikan kepada Pelaksana SPD yano melakukan
rapat dalam komplek perkantoran yanq sama.

21

KOMPONEN BIAYA
PERUALANAN DINAS

UANG SAKU
RAPAT

UANG
TRANSPOR
PEGAヤVAl

BIAYA
PEllGINAPAN

I L∪AR DAEF・ AH

2 Pan ta/Moderator

3 Narasumber

2 Panrlra/Moderator

3 Narasumber



‖ YANG DILAKSANAKAN DILUAR KANTOR P巨 NYELENGGARA{HOTEL′ TEMPAT LAIN)

KOMPONEN BIAYA
PER」 ALANAN
DINAS

I L∪AR DAERAH

2 Paniial
, Moteralor

3 Narasumber

DAL/1M DAERAH LEBIH

1 Peserla

t- Pa",it"/ 
- 

-

4 Panta/
Nloderator

巳

OALAM DAERAH SAMPAIDENGAN 8 JAM

→十一ト
/4)

/3)

BlAYA
PENGINAPAN

′ 3)

/3)
l

，

―

ｌ

ｒ

Kelerangan:

1 / 1) : Uang harian diberikan '1 (satu) han pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saal
kepu angan

2 r' 2) Btaya lfansport kepuangan Peaksana SPD dalam rangka mengikutl rapat, semnar, dan
sejenisnya dapat dibayarkan sebesar biaya transpori kedatangan lanpa menyertakan bukti
pengeluaran lransporl kepulangan

3. / 3) Uang Saku FL lboad/Fullciay/Halfday dibetikan sesuai dengan pakel rapat, seminar, dafl
sejenisnya yang d atur dalam Standar SatLran Harga.

4. / 4) : Biaya Penglnapan dberkan apabila memeTlLrkan waktu untuk mengnap 1 (salLr) hari pada
saal kedatangan dan/ atau 1 (satu) hari pada saat kepulangan.

5 uang Saku Pakel Fullbaard/Fullclay/Halfday fiengkuli ketentuan yang d alur dalarr Standar Satuan
Harga

6 Uang Transpcrt Pegawai diberikan sepanjang tidak menggunakan kendaraan dinas, drserlai dengan
surat iugas dan tidak bersifal ruun

ATILANGKAT

GESA SITEPU
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LAMPlRAN V‖   :  PERATURAN BUPA「 ILANGKAT
NOMOR   :3ヽ 、

^い

。い ¨ l・
TANCCAL  :  い ヽ。マ"4Str "t●TにNTANC  : PER」 ALANAN DINAS DALAM

NECERI   BACI   PE」 ABAT
NEGARA,PIMPINAN′ ANCCOTA
DPRD,  PECAWAl  NECERI
SiPIL,PECAWAi TIDAK TETAP
DlL!NGKUNGAN PEMER!NTAH
KABUPATEN LANCKAT

Contoh
SURAT PERNYATんへN PEMBATAヒAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN

NOMORI

YanO bert・・nda tan9an di ba、
"ah lni l

Na aaa

NP

Jabatan

Un t Kerla

NP

Jabatan

U r t Kerja

:                         (1)

:                         (2)

i                         (3)

:                         (4)

menyatakan dengan sesungguhnya, bah\r\ra tLlgas perlalalan Dlnas Jabata| alaS nama

Nama (5)

(6)

(7)

(8)

D batalk.n atau t dak dapal d aksan:kan d sebabkan adanya keperlLtan d nas lar.nya yang sangat
penl nE menCesak/pcft ng da. trda(.lapal d iunda ya tu

(9)

SehLrbunc:n derqan pembataian lerseblrl pe aksanaen :_rerlalaIan d fas t dak Caoa( d !anl kan o eh
pelabal/peqewal neger ain

Dem k an su.a1 pernyataan rn d bLral dengan sebefa.nya dan apabila dikemudran har ternyata surat
pernyataan n tdak benar saya bertanggung jawab pen!h dan bersed a drproses sesua dengan
kelenluan hukLrm yang ber aku

(10)
Yan g l\4ernbLtat Pernyataan

(11)

23



PETUNJUK PENGISIAN FORMAT
SURAT PERNYATAAN PEMBATAヒ AN TUGAS PER」 ALANAN DINAS JABATAN

(1) Diisi nama atasan Pe aksana SPD, ya tLr

a Kepala Saluan Kerra untuk Perlalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pelaksana SPD

pada Satuan Kerja berkenaanl

b Atasan langsung kepala satuan kerja untuk Periaanan Dinas Jabatan yang dilakLlkan oleh

Kepala Satuan Kerja.

c. Pejabat Eselon Il untLrk Perialanan Dinas Jabalan yang diakukan oleh Pelaksana SPD

dalam lingkup ese on ll/setingkat ese on ll berkenaan;atau

d Bupati/wakil Bupali, Pimpinan/Anggota DPRD dan Peiabat lainnya/Pejabat Eselon I untuk

Perjaanan Dnas Jabatan yang d akukan oeh Bupat/wakil Bupat, Pimpinan/anggota

DPRD. Pelabat Eselon l/Pejabat Eselon ll

(2) DISi NIP atasan Pelaksanan SPD

(3) Diisrlabatan atasan Pelaksana SPD

(4) Drsi nama Unit Organrsasi atasan Pelaksana SPD

(5) DiiS nama Pelaksana SPD

(6) Diisi NIP Pelaksana SPD

(7) Diisr jabalan Pelaksana SPD

(8) Diisi nanra Unit Organisas Pe aksana SPD

(9) Diisi alasan pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas

(T 0) D s tempat, tanggal, bu an dan tahun d tandalangan surat pernyataan

(11) Dis tanda tangan dan nama jelas atasan Pelaksana SPD

ATI LANGKAT

GESA SITEPU

Ψ
上
ナ

く押
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LAMPIRAN V‖   :  PERATURAN BUPATILANGKAT

翠£躙へL Ьl｀篤ぶ l。し
TENTAN G  : PER」 ALANAN DINAS OALAM

NECERl   BACI   PE」 ABAT
NECARA,PIMPINAN′ANGGOTA
DPRO,  PEGAWAI  NECERI
SlPlL,PECAWAl TIDAK TETAP
DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LANCKAT

Contoh
SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN

BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Yang bertanda tangan d

Nama

NIP

Jabatan

Unit Kerja

Nama

NIP

Jabatan

Unlt Kerla

bavvah i日 |

_(1)

(2)

(3)

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa
NomoT tanggal .. .. dan SPD Nomor

Perlalanan
la ngga

. ... ....... (4)

Dnas Jabatan berdasarkan Sural Tugas
.atas nama

(5)

(6)

(7)

(3)

dbatakan sesuar dengan surat Pernyataan Pembataan Tugas Perialanan Dlr'ras Jabatan Nomor
tanggal

Berkenaan dengan pembala an tersebut, biaya transpod berupa . (g) .. dan b aya
penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA-SKPD tadak dapat dikembalikan/reFund
(sebagian/se uruhnya) sebesar Rp . (10) ...., sehingga dlbebankan pada DPA-SKPD Nomor

. tanggal Satker. (11)

Dem kan sural pernyataan in dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian har ternyata surat
pernyataan rnr tidak benar dan menimbulkan keaugian negara, saya bertanggung jawab penuh dan
bersedra menyetorkan kerugian nega a tersebul ke Kas Negara

(12)
Yang Membuat Pernyataan

(10

☆岬
一さ０

）



PETUNJUK PENGISIAN FORMAT
SURAT PERNYATハ AN PEMBEBANAN

BIAYA PEMBATAヒ AN PERJALANAN DINAS」 ABATAN

(1) Elisi nanna Peiabat yan9 beⅣ venanO satuan ketta yOnO dibebani biaya pelalanan dinasnya

(2,  Di s,NIP Pelabat yan9 beⅣ VenanO satuan kela yaЛ 9 dibebani biaya pettalanan dinasnya

(3,  01s iabata∩ Peiabat yan9 beⅣ Venang satuan ketta yang dibebani biaya petta anan dinasnya

(4) El,s nama satuan kela yang d beban b aya pela anan d nas∩ ya

15,  Disinama Pe aksana SPD

16,  0'si lllP口 elaksana SPD

(F,  DIS,abatan Petaksana SPD

13,  Dlsi na「 n.l satuan ke la yan9 dibebani biaya pelalanan dinasnya

,9,  Dlisitranspor yan9 digunakan

t10, DIS1  0ergan  iumlah  「upiah  biaya  tianspOr  dan  pen9inapan  ,ang  ldak  dapat

diken]balka n′ r erl″ ,″ sebaO,anlse tlrt hnya

ll l, Disi nOmOr DPA― SKPD (anggal dan nama satuan kela yang d bebani baya pe句
alanan

d[ぅ asP,0

(12, Dlsi dengOn ten,pat dan tan99al mena[ldatanganl su「 at pernyataan

l131 D si tanda tanOan dan nan10 1elas Pe,abat yan9 beⅣ venang satuan keria yang Olbebani biaya

pelalanan dinasЛ ya

LANGKAT

SA SITEPU

Ｔ
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ヒAMPIRAN lX PERATURAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

BUPATl LANGKAT
:  3, ■4● 。И '。

'ι

l  ,IN●Vn"rっ OC
: PER」 ALANAN DINAS DALAM
NEGERI   BAGI   PEJABAT
NEGARA,P!MP,NAN′ ANGGOTA
OPRO.PEGAWAI NEGERI
SIPIし ,PECAVVAI TIDAK TETAP
DILlNGKUNCAN PEMER!NTAH
KABUPATEN LANGKAT

DAFTAR PENGELUARAN R L

Yang Irerlanda langan dr bawah rni

Nama

NIP

Jabata.

berdasa.kan Surat Perlalanan D nas (SPD) Nomor
denqan sesungquhnya bahwa :

1 Blaya transpod pegawar dan/atau biaya peng napan di bawah in yang tidak dapai diperoleh
Luklr bukl' ppngerua.a'1nya relpulr

ヨ
|

―
―
―
――
ト
ー
」―」

Jumlah

2 Jumlah uanq lersebLrt pada anOka 1 di atas benar-benar dikeluarkan unluk pelaksanaan
perlalanan Dinas d maksud dan apabila di kemLJd an hari terdapat kelebihan alas pernbayaran,
kamr bersedra untuk menyetorkan keleb har lersebut ke Kas Negara

Demikian pernyataan ni karri buat dengan sebenarnya. untuk d pergunakan sebaga mana mestinya.

Mengetahui/lvlenyetujui r

Pelabat Pembuat Korn tmen
. .tanggal. bulan,tahun

Pelaksana SPD.

NIP NIP

」 L2、 3●1111:ハ ! ATILANGKATド
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